BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
upaya pemerintah desa dalam pengurusan e-ktp di desa mandeu kecamatan raimanuk kabupaten
belu secara umum belum cukup baik dimana pada perencanaan target layanan pemerintah desa
yang telah di sepakati tidak di laksanakan secara maksimal. Selanjutnya, Pemerintah desa
dalam melayani pembagian formulir KTP. Pengisian dan pengembalian kepemerintah desa tidak
cukup sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pelayanan pemerintah desa selanjutnya
menyangkut pengembalian formulir KTP terisi ke Dinas Kependudukan melalui kecamatan
Raimanuk. Proses perekaman sampai pada penerbitan KTP sesuai dengan rencana kegiatan
Dinas Kependudukan.

Dalam menjawab kebutuhan masyarakat yaitu pembuatan e-KTP maka pemerintah desa
Mandeu bekerjasama dengan dinas kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Belu dengan
menyerahkan formulir-formulir yang sudah diisi oleh masyarakat. Setelah formulir-formulir
diterima oleh dinas kependudukan maka dinas kependudukan kabupaten Belu melakukan
perekaman atau pembuatan e-KTP sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan formulir-
formulir yang sudah diterima. Setelah proses pembuatan atau perekaman e-KTP sudah selesai
maka dinas kependudukan berkonsultasi kepada pihak pemerintah desa Mandeu untuk dibagikan
kepada masyarakat sesuai dengan pendataan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa

Mandeu berdasarkan formulir-formulir yang telah dikumpulkan.
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5.2 Saran
Saran yang dapat penyusun sampaikan sebagai berikut :
1. Pemerintah desa perlu konsisten dalam melaksanakan rencana kerja yang berkaitan
dengan pelayanan publik .
2. Pemerintah desa Mandeu hendaknya memberikan teguran/sangsi yang tegas kepada
pegawai / aparat desa yang tidak disiplin dalam ketepatan jam kerjanya.
3. Pemerintah desa perlu berkonsultasi ke Dinas Kependudukan melalui Kecamatan

Raimanuk atau menyesuaikan rencana pelayanan administrasi kependudukan di desa.
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